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Abstrak

Prakiek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas
pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan. jaminan diperfukan untuk
mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak wntuk
didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khuses. Termasuk dalam jaminan
khusus adalab; jaroinan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan
fidugia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendafiaran
Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Jaminan fidusia lahir
pada saat didattarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdafiar,
Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibukfiken dengan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor {(B.P.K.B}) Pihak yang berwenang unfuk melakukan
perubzhan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terhadap kendaraan bermolor yang meniadi obyek jaminan fidusia sevogyanga
dilakukan pembiokiran dalam B.P K B. yanp bersangkutan. Undang-undang tidak
mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakieknya findakan pemblokiran
jarang dilakukan, Apakah akibat hukum vang ditimbulkan dalam hal pembebanan
fidusia pada kendaraon bermotor yang tidak diseriai tindakan pencatatan dalam
BPK.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah
perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendargan bermotor yang
hanya didafierkan pada Kantor Pendafiaran Fidusia tanpa disertai tindakan
pencatatan dalam B.PKB, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?
Pembebanan jaminan fidusia atas Kendaraan benmotor yang tidak diseriai tindakan
pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka
kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baitk untuk mengalibkan atan
menjual atay melakukan fidosia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan
berakibat tmbuloya sengketa baru pada saat proses eksskusi berlangsung.
Kreditur dan pihak kefiga (selaku pemilik atau kreditur bamu) tidak mendapat
perlindungan secara menyeluruh,
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This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle.
Author employs method of normative research with descriptive research typology.
Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduclary security is shown
in the registration note in the Cerfificate of Qwnership by the Police Department
of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder offen ignores this
fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department.
What is the legal effect of this ignorance? Is there amy fegal protection to the
debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle
enciumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, but not
registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary
security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the
encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, o be exploited
by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the
object, which might cause a legal dispute if the fduciary security holder
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun danz dari
masyarakat dan menyalurkannya kembaii kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan atau financial intermediary.' Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 teniang Perbdnkan, salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan
oleh bank adalah memberikan kredit, Menurut Pasal 1 angka {11) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 fentang Perbankan, kredit adalah penyedisan uang alau tagiban
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan-
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjamn  unfuk melunasi utangnya setelah jangka wekiu terfentu dengan
pemberian bunga.

Kredit merupakan fulang punggung bagi pembangunan scbuah negara,
terutama dalam bidang ekonomi negara. Dalam hal ini, perkreditan mempunyal
arti penting dalam berbagar aspek perﬁbangunan sepetti bidang perdagangan,
perindustrian, perumahan, transportasi dan scbagainya. Seiain itv, perkreditan
juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam
pengembangan usabanya, Bagi-masyarakat bisnis, sektor perkreditan merupakan
salah satu sarana utama dalam rangka pemupukan modal. Demikian pula
halnya bagi kaum peﬁgusaha, perihal mengambi]l utang (kredit atau pinjaman)

Yy, Sri Susilo ef ol Bank & Lembaga Kenangan Lain, Cetskan ke-1, (Jakarta: Salemba
Bempat, 2000), hal. §,

4 Universitas Indonesia
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§ oot

CERre I e

sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis,
sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat ini sangat sulit melepaskan duniz bisnis
dari kredit bank.

Kredit berarii kepercayaan.’ Seorang nasshah yang mendapat kredit
dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank
Setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh back kepada nasahshnya selalu
mengandung risike. Oleh karena itn, diperlukan unsur pengamanan dalam

pengembatiannya. Bentuk pengamanan kredit dalam prakiek perbankan dilakukan
dengan suatu peagikatan jaminas.
Fungsi utama lembapa jaminan adalah uotok melancarkan dan

mengamankan pemberian kredit.” Fungsi lembaga jeminan vang ideal (baik)
adalah:

a. Jaminan yang dapal secara mudah membantu memperoleh kredit oleh
pihak yang membutubkan,

b. Jaminan vang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencan kredit
untuk melakukas {meneruskan) nsahanya.

- g Jamix;afi vang memberi kepastian kepada st pemberd kredit, dalam art
' bahwa barang jaminan setiap wakiu tersedia untuk dieksekus), yaitn
biia perlu dapat mudah diuanghan untuk melunasi utang si pemerima
{pengambil) kredit.

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan
perorangan  dan  jaminan  kebendamn. Jaminan perorangan  (borglochs/

personal guaranfee) adalah jaminan berupa pemyatasp kesanggupan yang

"“Nlunir Pusdy, Hukum Pekreditan Kondemporer, Cetakan ke-1, {Bandung: Citra Aditya
Bakd, 19963, hal. 3,

) *Hermayulis, “Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negora Sebagai Obyek
Jaminan®, Jurnal Hukun: Biseis, Noraor 10 fahun 2000, hal. 52,

*Ibid

Univarsias Indonesia
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diberikan oleh seorang pibak ketipa guna menjamin pemenuhan kewajiban-
kewajiban debitor kepada kreditor, spabila debitor yang bersangkutan <idera
janji (wanprestasi).” Pada perkembangannya, jaminan perorgngan  juga
dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin uiang perusahaan lainnya®
Hal tersebut dinamakan corporate guarantee. Sedangkan jaminan kebendsan
(zakelifke zekerheid security right in rem) adalah jaminan berupa harta
kekayaan, batk benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan
cara pemisaban bagian dari baria kekayaan baik si debilor maupun dari
pihak ketiga, guona menjamin pemenuban kewajiban-kewajiban debitor
apabila vang bersangkutan cidera janji (wampresiasi).’ Jaminan vang paling
disukai oleh bank adalah jaminan kebendazn.® Salah satu jenis jaminan kebeadaan
adalah fidusia

Jaminan fdusia feleh dikenal seiak tahun 1932, melalul arrest Bateafsche
Petroleum Maatschappif (Hooggerechishof 18 Agustus 1932, Indische Tijdschrifi
van het Rechr Deel Nomor 136).” Sebagai suatu yurisprudensi, fidusia tumbuh
dan berkembang untuk memenubi kebutuhan perdagangan. Kehadiran fidusia
memberikan manfaat ganda. I satu sisi, pihak penerima kredii masih
dapat mengusai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari.'” Di
sisi lain, pihak back tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk
penylmpanan barang Jazmnan seperti pada lembaga gadai (pond).!! Jaminan

*Mariam Darits Badrulzaman (2), “Beberapa Permasalahan Hukumt Hak Jaminan”, Jurnad
Hukum Bisnids, (Nopember 2000% 13,

Stbid.

Tibid.

*Tan Kamelo, Hukum Juminan Fidusia Suate Kebutuban Yang Didembokan: Sejorah,
Perkembangonnys, don Pelnksonaennya Dalam Praiiik Bank dan Pengadilen, Bdisi ke-l,
Cetakan k-1, (Bandung: Aluneni, 2004), al, 2,

*Mariam Darus Bedrulzaman (b), “Mengatur Jaminan Fidusia Dengan Undang-undang
dan Pencrapan Sistem Pendaftaran ”, Jurnal Hukum Bisnis, (September 1959): 62,

“ran, Op. Cit, hal. 14,
Yibid
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fidusia memberikan keuntungan ekonomis bagi para pelaku usaha bisnis
jika dibandingkan dengan lembaga gadai. Keuntungan terscbut dapat dilihat
dari adanya penguasaan benda jaminan schingga kegiatan wusaha bisnis
dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar.

Diatam praktek perbankan, jaminan fidusia ind banyak sekalt dipergunakan,
namun tidak memberi perlindungan kepada kreditor.!® Oleh karena itu, pada
tanggal 30 September 1999 tclah disahkan dan diundangkan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 bertujuan memberikan kefeatoan hukum yvang jelas dan iengkap

mengenai jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (I} Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jamipan Fidusia, benda vang dibebani denpgan jasunan fidusia
waiib didaftarkan. Menurut Pasal 12 ayat (1} Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 pendaftaran  dilakukan paﬁa Kantor Pendaftaran Fidusia, Dalam
prakiek, bank sering memberikan kredit terhadap kendaraan bermofor dengan
bentuk jaminan fidesia, Namun pembenan kredit dengan bentuk jaminan
fidusia yang hanya didaflarkan pada Kantor Pendaflaran Fidusia merdmbulkan
kelemahan karena pendafizran dilakukan atas dasar fotokopi Bukm Pemilik
Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.} saja. Seyogyanya pendaftaran pada Kantor
Pendaftaran Fidusia dilanjutkan dengan tindakan pelaporan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonessa melalui Kepolisian Daerah setempat, agar dengan
demikian pada asli Buku Pemilikan Kendargan Bermotor diberi catatan
sehubungan dengan adanya pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor

tersehut.

57, hal. 196,
Psariam (b), Op. Cit., hal. 62.
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Berdasarkan uraian diatas maka pemulis fertarik untuk mengangkal

permasalahan ini dalam penchitian dengan judul:

Pembebanan Fidusia Pada Keadaraan Bermetor Yang Tidak Disertai
Tindakan Pencatatan (Femblokiran) Dalam Buke Pemilik Keadaraan
Bermotor (B, P.K.B.) Olch Kepolisian Nepara Republik Indonesia.

i.2. Pokok Permasalahzn

Berdasarkan hal-hal vang telah divraikan sebelumnya, maka dalam

penelitian ini penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apskah akibat hukum vang ditimbulkan dalsm hal pembebuanan
fidusia pada kendaraan benmotor yang tlidek disertai dengan
tindakan pencatatan {pemblokiran} dalam Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (B.P K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimanaksh perlindungan hukum terhadap kreditur, debitur dan
pihak ketiga atas pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor
yang tidak disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam
Bukn Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia?

1.3, Mugetode Penelitian

Dalam penulisan fesis ini, mefode penelitian yang akan digunakan
adalah metode penelitian normatif, yailu menarik asas hukem  baik
berdasarkan hukum positif tertulis maupun tidak tertalis." Selain itu penelitian
ini akan dilakukan juga terbadap pengertian davar sistematik hukum dan
lembaga fdusia dimana kendarsan bermotor yang dibebankan dengan
jaminan fidusia hanya didaftarkan pada Kamtor Pendaftaran Fidusia tanpa
disertai dengen tindakan pencatatan (pemblokiran) dalasm Buku Pemilik

“Sri Mamudjl, e1 al, Metade Penclition dan Penulison Hukum, cet. 1, {Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universites Indonesia, 2005}, hal. 10.
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Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.} oich Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian ik berat penelitian ini adalah obyek hukum kendaraan
bermotor vang dibebankan dengan jaminan fidusia dan hubungan hukum
fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagal penelitian
deskriptif. Diharapkan melahsi penclitian ini dapat digambarkan secara tepat
mengenal pembebanan fidusis pada kendaraan bermotor sebagal jaminan
pelunasan utang,

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.” Dalam
penelitian ini kepustakaan yang digunskan adalah leratuc-literatur mengenal
teori-teoni dan dasar hukum yang terkait dempan lombaga jaminan fidusia.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelition ini adalah studi
dokumen. Pada studi dokumen, sumber-sumber data vang digunskan dapat
digolongkan menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber fersier,
Sumber primer sebageai landasan hukum yang digunaken daism penelitian ind
adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga jaminan
fidusia, Sumber s¢kunder ssbagat landasan teori vang digunakan dalam penelitian
ini adalah buku dan artikel ilmigh yang berkaitan denpan lembaga jaminan
fidusia. Sumber tersicr yanp digunskan sebagai petunjuk maupun untuk
memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sckunder adalah
kRamuos,

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan
dats deskriptif analitis, sehingga dapat diuraikan secara komprehensif pambaran

mengenai kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia,

Bepid, hal. 6.
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14. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistemaiika penulisan sangat dibutubkan dalam swatu penulisan tesis agar
penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sisteratika penulisan tesis ini
secara keseluruhan terdiri atag 3 {tiga) bab, yainu

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab I Penulis menguratkan mengenal latar belakang penulisan tesis
imi, pokok permasalahan yang akan dibashas, metode penelitian yang akan
digumnakan, serta mengenal sistemnatika penulisan tesis

BAB 2 : PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR
YANG  TIDAK DISERTAI TINDAKAN  PENCATATAN
(PEMBLOKIRAN} DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPEK.B) OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Dalam bab II ini Pemulis menguraikan mengenai teori-teori hukum yang
berkaitan dengan benda, hak kebendaan pada umumnya dan jaminan fidusia pada
khususnya, terutama tentang pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang
tidak disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam Boku Pemilik
Kendaraan Bermotor {B.F K B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB 3: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis {ni. Pada bab [T ini Penulis
menguraikan kestmpulan dan saran yang merupakan hasil analisis dari bab-bab
vang telah diuraikan sebelumnya, sckaligus merupakan jawaban atas pokok-gokok

permasalahan vang diangkat dalam penulisan tesis ini.
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BAB2

PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR
YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN (PEMBLOKIRAN)
DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (B.P.K.B.)
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2.1. Hukum Benda

Menurut Subekti, perkataan benda (zewk) dalam arti tuas adalah
segala sesuaty vang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan bendz dalam
arti sempit adalah barang vang dapat dilihat saja, ada lagi dipakal jika
yang dimaksudkan kekaysan sescorang.® Menurut Sri Soedewi Masjchun
Sofwan, pengertian benda adalah barang berwwjud yang dapat diangkap
dengan panca indera, tapl barsng yang tidek borwujud termasuk  benda
juga.” Datam pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdwia, dikatakan
babhwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak
yang dapat menjadi obyek dari bak milik

Sedangkan yang dimaksud dengan Hulaun kebendaan adalah sernus
kaidah hukum yang mengator apa yang diartikan dengan benda dan

subekti [a}, Pokok-poksk Hukem Perdata, Cetakan ke-28, {Jakarta: Intermasa, 1896},
hal &5, :

Ysri Soedewi Masichun Sofwan (3), MHukem Perdata: Hukum Benda, Cetakan ke-4
{Yopyakarta:tibsrty, 18R hal.2,
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mengatur hak-hak atas benda.'®

Menuwrut £.J Van Apeldoorn, hukum
kebendaan adalah pengaturan mengenai  hak-hak  kebendaan. Menurut
Sri Soedewi Masjichun  Sofwan, hukum benda adalah periama-tama
mengatur pengertian dari bends, kemudian pembedaan macam-macam benda,
dan .seianjumya bagian yang {ferbesar mengatur mengenai macam-macam

hak kebandaan.

2.3. i&&‘amm~macgm Benda

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda dibedskan menjadi
beberapa golongan benda, yaitw benda bergerak dan benda tidak bergersk,
benda berwujud dan benda tidak berwujud, henda yang dapat dihabiskan
dan benda yang tidak dapat dibabiskan, benda vang dapat diganti dan
E}englh'yang tidak dapat diganti, benda yang sudah ada dan benda vang akan
ada.

2.2.1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak:

Suato benda dapat ziigglongkan ke dalam bends bergerak vaitu
karema sifatnys atau lkarena ketentuan  undangundang  vang  teiah
menelipkannya scbagal  benda bergerak. Contch benda bergersk karena

- sifatnya yang dépaz berpindah  atau  dipindahtempatkan, misalnya perahu,

kapal, sampan tambang, mobil, dan sebagainya. Sedangkan contoh benda
bergerak  karena  ketentuan undang-undang  yang telah  menotapkannya
scbagai benda berperak antara lain  hak pakai hasil, hak pakai atas
kebendaan bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, saham-
saham  dalam persekutuan  perdagangan  atau  perusghaap,  surai-surat

wn

Psordiman Kartohadiprofo, Pengantar Tota Hukum indonesia, Cetakan ke-10, {jakarta;
Ghalia Indonssia, 1984}, hal. 92. ’
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berharga lainnya, tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara-nepara

asing.

Demikian pula swatu benda dapat digolongkan ke dalam benda tidak
bergerak yaite berdasatkan sifatnys, karena peruntukannya atan karena
ditetapkan oleh undang-undang, Benda vyeng digolongkan ke dalam
bends  tidak bergerak berdasarkan sifatnya yeitu sifat benda tersebut yang
tidak  dapat berpindah tempat atau dipindahtempatkan misainya tanah dan
segala sesuate yang terpakw/tertancap padanys, pockarengan-pekarangan dan
apa yang didirikan diatasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan
tanaman ladang yang dengan akarnya menancap ke tansh, bush-buahan
dari pohon yang belum dipetik, barang-barang tambang selama belum
terpisall dan digali dari tanah, kayy tebangan dari hutan, kayuy dari
pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong, pipa-pipa dan
got-got yang diperuntuklan untuk menyalurkan air dard rumah ataw
pekarangan, segala apa yang terfancap pads pekarangan, segala apa
yang terpaku dalam bangupan rumah. Benda yang disolongkan ke
dalam benda tidak berperak karenz peruntukannyz misalnyas  sepert
sps vang  ditetapkan dalam pasal 507 Kitab Undapg-Undang Hukum Perdata,
vaitu;

a. Dalam perusahaan pabrik:

Barang-barang hasil pabrik it sendirl, penggilingan-penggilingan,
penggemblengan, besi dan barang-harang vang tidak bergerak sejenis
iy, apitan besi, kuali-kuali penguknsan, tempat api, dan jambang-
jambang, tong-tong, dan perkakas-perkakas sebagainya vang termasuk
dalam asas pabrik, sekalipun barang-barang itu tidak tertancap afau
ferpaku;

b. Dalam perumahan;
Cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lain-lainnya yang
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dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dari
dinding, pagar, atau plesteran ruangan, sckabipun barang-barang
tersebut tidak terpaku;

Dalam kepemilikan tapah {pertanahan):

Lungkang atau tmbunan gemuk vyang diperuntukkan guna
merabuk  tansh, burung merpati termasuk pula kswanan burung
merpati,sarang burung vang dapat dimakan selama belim dipetik, ikan
yang ada dalam kolam;

. Bahan pembangunan gedung yang berasal daril perombakan gedung,

jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan

. Benda-benda yang dihubungkan pada benda fidak bergerak oleh

pemiliknya untuk dipakai selamanya,

Selain karena sifatnya, suatu benda juga dapat digolongkan kedalam benda

tidak bergerak karena ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, yaitu:

a.

b,

Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak;

Hak pengabdian tanah;

. Hak numpang karang;

. Hak usaha;

Bunga tanah, baik berupa uang maupun berups barang;

Bunga sepersepuluh;

. Pajak pekan atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak- hak

istimewa yang melekat padanya;
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h. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan
fidak bergerak,

i, Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya dua puluh meter
kubik atau vang dinilal sama dengan itu.

2.2.2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud:

Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mate dan
diraba dengan tangan, sedangkKan benda yang tidak berwujud adalah
kebendaan yang hanya berupa hak-hek atan tapihan-tagihan. Terdapat
perbedaan antara benda yang berwujud dengan benda yang tidak berwujud,
terutama menyangkul cara penyerahannya. Cara penyerahan benda yang
berwujud diatar dalam Payal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
yaitu dilakukan dengan caa  penyerahan secara nyata dari  tangan
ke tangan (hand to hand), sedangkan penyerahan benda yang tidak
berwujud diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
yaitu dilakukan dengan jalan membuat akta, baik akia otentik maupun akta
dibawah fangan.

2.2.3, Benda vang dapat dihabiskan dan benda yapg tidak dapat
dihabiskan,

Benda bergerak dikatakan dapat dihabiskan vaitu apabila karena
dipakai menjadi habis dan dengan menghabiskannya menjadi  berguna,
seperti  barang-barang makanan dan minuman, kayu bakar, uang,
dan lain sebagainya.'” Pembedaan benda yang dapat dihabiskan dan yang

“Rachmadi Usman, Hukum Jaminon Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. ix
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benda tidak dapat dihabiskan tersebut ferdapat dalam Pasal 505 EKitab
Undang-aumdang Hukum Perdata.

2.2.4, Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti

Contoh benda vang dapat diganti adalah benda yang apabila
hilang/musnab dapat diganti denpan benda serupa, misalnya scbuah buku
bacaan vanp dicetsk dalam jumish banyak dan dipasarkan untek wwuam,
sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalabh benda vang jiks hilang
atau musnah tidak dapat digantiken dengan benda serupa, misalnya fukisan karya
scorang pelukis vang felah meninggal duma, apabila fukisan tersebut musnah,
tidak ada pantinya lagl.

2.2.5. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada dikemudian hari.

Contoh benda yang akan ada dikemudian hari misaloya piutang,
Pembedaan ini penting karena obyek suafu perjanjian tidek hanya atas benda-
benda vang sudah ada, melainkan dapat melipuii benda-benda yang akan ada di
kemudian hari sebagaimana teryala dalam ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.

2.3, Huknm Jaminanp

Dalam Xitab Undang-undang Hukum Perdata 1idak ditemukan
rumusan atay definisi vang jelas mengenal jaminan, Kita dapat menemukan
definisi  tersebut dari para abH  hukum, antara lain Mardam Daros
Badrulzaman merumuskan taminan sebagal suafu tanggungan yang diberikan
oleh seorang debitur dan atau pibak ketiga kepada kreditur untuk
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menjamin  kewajibannya dalam suatu perikatan®® Hartono Hadisaputro
menyatakan jaminan adalgh sesuate yang diberikan debitur kepada kreditur
untuk menimbuolkan keyakinan bahwa debitur akan memenubi  kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari  suatu perikatan.?!
J. Sairic berpendapat bashwa hukum jaminan adalah  peraturan  hukum
vang mengatur tentang  jaminan-iaminan  piutang  scorang  kreditur
terhadap seorang debitur.” Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
istilah bukum jaminan mewmpunyai makna yang lebih luas dibandingkan
dengan hak jaminan,

2.3.1. Jaminan smuam dan Jaminan kbusos

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus.*
Mengenai jaminan urum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-ondang
Hukum Perdata yang menycbutkan bahwa segala kebendaan si berutang,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baitk vang sudah ada
maupun yang baru skan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatan sescorang. Jadi tanpa diperjanjikanpun  selwub  harta
kekayaan debibr merupaksn jamman bagi pelunasan utangnya. Kemudian
Pasal 1132 Kiigb Undang-undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut,

bahwa kebendasn terscbut menjadi jaminan bersama-sama bagi semug orang

Fpdariam (), Op. Ot hal. 12.

Hartony Hadisaputro,"Pokok-pakek  Hukum  Perikaton  dan Hukom  Jaminon”,
{rogyakarta: Liberty, 1984}, hal. 50,

* 1. Satrio ta), Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Cetakan ke-3, {Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti,1996), hal., 3.

Brrieda Husnt Hasbullah, Hukum Kebendoan Perdata; Hok-hak yong Memberi Jarminon
Jitig #, Cetakan ke-1, Uakarta: iInd-Mill, 2002}, hat. 7.
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yang mengutangkan padanya; perwiapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu memirut besar kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah
untuk didahulokan, Jsdi apabila debine tidak melunast  ufang-utengnya
maka segala kebendaan miliknya dapat dijual dan hasilnya dibagi-bagi kepada
kreditur-kreditur konkuren menurut besarnya piutang maesing-masing (sccara

proparsional}.

Alasan vang sah unfuk didabulukan banya dimiliki oleh kreditur
preference.  Mengenai  kedudukan  kreditur  sebagai  kreditae  konkuren
ataupun sebagal kreditur preference tidaklah menjadi suatn masalzh apabila
hasil penjualan harta benda milik debitur cukup untek melunasi  wang-
utangnya. Pentingnya menjadi seorang kreditur yang preference baru ekan
terasa apabila terayata hasil penjualun harta benda milik debitar tidak cukup
untuk  meshmasi  sclurch  otang-utangnya. Dalam  hal demikian, kreditur
preference memiliki hek uptnk didabulukan dard krediur-kreditur laianya
atas hasil penjuslan kebendaan milik debifur sehubungan dengan pelunasan
utang debitur, arfinya hasil penpmlan harla benda debitur pertama-tama
diambil bagt pelunasan pintang kreditur preference, setelah ite sisanya
bagi pelunasan piutang kreditur konkuren secara proporsional sesual besarmya

piutang masing-masing.

Untuk mengatasi  kelemahan yang ada dalam  jamipan  owmum
(dimana kreditur berkedudukan hanya schagai kreditur yang konkuren),

4

undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus®  Mengensi

jaminan khusus tersebut diatur secara tersirat dalam pasal 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yakni dalam bagian kalimat “.. kecuali
diantara para kreditur ada alasan-alasan vang sah untuk didshulukan.”.

Hasid., hal. 10.
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Jadi dapat diketahni bahwa ada kreditwr yang didahulukan dalam
pelunasan  piutangnys. Secara umum jika ditinjan dard sudut tjuan dan
manfaat atau kegunaan jaminan, maka jaminan khusus mempunyai tujuan
tertentu dan memberiken manfaat khusus balk bagi debitur maupun bagi
kreditur, antara lain yaitu:®

a. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudoya perjanjian pokok atau
perjaniian utang-piutany,
b. Jaminan khusus melindungi keeditur (bank) dari kerugian jika debitur

wanprestast;

¢, Menjamin ager kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dar benda-
benda yang dijaminkan;

d. Merupakan swatu dorongan bagi debitar agar sungguh-sungguh
menjalankan usahanya atas biaya vang diberikan kreditur;

¢, Menjamin agar debitur melaksanskan prestasi yang diperjamikan
sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa utang-ufang
debitur dapat dibayar lunas;

f. Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang
dibiayai pihak kreditur,

2.3.2. Jaminan Pererangan dan Jaminan Kebendaan.

Dalam Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dissbutkan
bahwa hak wustuk didehulvkan dismtara orang-orang  berpiutang  terbit

% thid., hat. 20.
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dari hak istimewa, dari gadal, dan dari hipotik. QOleh karena itu alasan
untuk  didehuluken dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat
juga terjadi karena diperjanjikan antara kreditur dan debitar.®® Contoh
alasan untuk didahulukan yang terjadi karena ketentuan undang-undang
adalah Privilege (utang-piutang vang didahulukan) sebagaimana diatwr dalam
Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Alasan untuk didahulukan
yang terjadi karena perjanjian aniara debitur dan kreditur dapat dilakukan dengan

cara:

a. Jaminan perorangan, yaitu kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk
menggantikan kedudukan debitur membayar utang-utang  debitur
kepada kreditur apabila debitur lalai membayar alangnys atau

wanprestast ;

b. Jaminan kebendaan, yaitu kreditur meminta benda-benda tedtentu milik
debitur untuk dijadikan scbagai jarminan utang.

Jaminan perorangan (persoondijie zekerheidsrechien / personal guaranty)
adalzh suatu perjanjian antata seorang berpiutang sfeu  kreditur dengan
seorang ketiga vang menjamin  dipenuhinya kewajiban-kewajiban i
berutang atau debitur.”’ Dalam Pasal 1820 Kiteb Undang-undang Hukum
Perdata diatur mengenai penanggungan atau  borgitocht, yaitu  suatu
perjaniian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berufang,
mengtkatkan dirf untuk memenuhi perikatan si berstang manakala orang
ini  sendiri fidak memenuhinya. Dalam  jaminan  perorangan, keeditur
tidak mempunyal hak untuk didshulukan dari kreditur lainnya karena
harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanya merupakan jaminan

Fibid,

Tsubekti {b), “Jominan-jomingn Untuk Pemberian Kredit Menurut Hikum indonesic”,
{Bandang: FY. CHea Adibya Baldi, 1989}, hat. 15.
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bagi terselenggaranya suatu perikatan. Jamipan perorangan mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut:*
a. Mempunyai hubungan fangsung dengan orang tertenty;
b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tectentu;

¢. Sehyuh harta keavaan debitur menjadi jaminan pelunasan ulang,

misalnya borgtocht,

d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau
keseimbangan (kookuren), artinya tidak membedakan mana pivtang
yang tegjadi lebih dahulu dan mana piutang vang terjadi kernudian.
Dengan dermkian tidak meagindshkan urutan terjadinya karena semua
kreditur mempunyai kedudukan vang sama terhadap harla kekayaan
debitur,

e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjuaian dart bends-benda
jaminan dibapi diantara para kreditur seimbung denpan bessrnya
piutang masiog-masing {(Pasal 1136 Kitab Undang-undang Hukum
Pendata).

Jaminan kebendaan (zakelijke / zekerheidsrechier) adalah jaminan
yvang memberikan kepada kreditur, atas suatu Rebendaan milik debitor, hak
untuk memanfaatkan benda tersebul jika debifur melakukan wanprestasi*’
Benda yang dijadikan jamivan tersebut dapat berupa benda bergersk
maupun  benda tidak  berperak. Terhadap benda bergerak  pembebanan
jaminannya dapat dilakukan dalam bentuk lembags jaminan gadal  atan
lembaga jaminan fidusia. Sedangkan terhadap benda tidak bergerak diluar tanah

*trieda, Op. Cit, hal. 16,

it
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dapat dibebankan jaminan dengan lembaga jaminan hipotik. Sedangkan untuk
tanah dan benda-benda vang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak

tanggungan.

Dalam jaminan kebendaan, kreditur pemepang jaminan kebendaan
mempunyai hak untuk didshulukan dari kreditur-kreditur konkuren dalam
pemenuban piutangnya atas penjualan harta benda milik debitur dalam hal debitur
wanprestasi. Berbeda dengan jaminan perorangan, ciri-ciri jartnan kebendaan
adalah:*?

a. Merupakan hak mutiak (absolut) atas suatu benda;

b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu
milik debitur;

©. Dapat diperiahankan terbadap tuntutan oleh siapapun;

d. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itn berada (droit
de suite 7 zaaksqelvolg);

¢. Mengandung asas prioritas, vaitu hak kebendaan yang lebih dahulu
terjadi akan divfamakan danpada yang teniadi kemudian fdreit de

preference};
f. Dapat dialibkan;

g. Bersifat perjanjian tambahan {accessoir).

Diengan demikian jika difinjau dard sudut pandang kredine (bank),
jaminan khusus akan memberikan kepastian kepade pihak bank untuk

* 1id., bal, 17
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memperoleh kembali piutangnya, dan ini berarti memperkuat kedudukan
bank sclaku kreditur, Selain ftu jaminan khusos memberikan pula hak
preference, artinya ada bak yang didahulukan bag kreditur tersebut diatas
kreditur-kreditur  lainnya dalam pemenuhan pembayaran utang  debitur
Sedangkan dari sudut pandang debitur, jaminan khusus ini memberkan
dorongan pihak debitur agar benar-benar berusaha untuk membayar ulangnya,
disamping  itu sekaligus merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk
tidak mudah melakukan wanprestasi.”? Oleh karena itu dalam memberikan
kredit, kreditur cenderung meminta diadanya suatu jaminan khusus.

2.3.3. Benda jaminan

Benda sebagal benda jaminan seyogvanya memenubi kriteria tertentu.
Syavat-syarat benda jaminan yang baik adaleh sebagat berikut:”

2. Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit itu ofeh pihak yang
memeriukannya;

b. Tidak melemahkan potensi (kekustan} si pencari kredit untuk
melakukan atau meneruskan usahanya;

¢. Memberikan kepastian kepada keeditur, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap wakin tersedia untuk dieksekusi, bila periu dapat mudah
divangkan untuk melunasi wtangnya si penerima (pengambil} kredit.

ivid,, hal, 19,

Bsalim HS, Perkembongan Hukum Jaminan di indonesio, Edist 1, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 3007, hal 2428,
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Nilal benda yang dijadiken jaminan skan ditaksic besarannya,
seyogyanya nilai tersebut harus lebih besar dari nilai kredit yang dijamin
{termasuk utang pokok dan bungs).

2.4, Jaminan Fidusia
2.4.1 Pengertian Fidusia

Fiducigire eigendoms ovérdracht atau lazim disebut fidusia berasal dard
kata fides yang berasti kapcrcayaanf‘s Lembaga fidusia disebut dengan bermacam-
macam nama’* Zaman Romawi menyebutnya fiducia cum creditore.® Asser van
Qven menyebutnya zekerhelds eigendom, vyang artinyz hak milik schagai
jaminan.’® Blom menyebutnya bezitloos zekerheidsrechi, yang berarti hak jaminan
tanpa penguasaan.”’ Kahrel menyehutnya verruimid pandbegrip, yaitu pengertian
gadai yang éiperluas.“ A Veenhoven memberi istilah eigendoms overdracht tot

zekerheid yang ariinya penyerahan hak milik sebagai jaminan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, pengertian
fidusia diruinuskan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuun bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

Prrieda, Op. i, hal. 42,

“artam Darus Badrulzaman (C), Menceri Sistern Hukum Benda Nasiono!, Cetakan ke-2,
{Bandung: Alueni, 1997), kel 114,

*1vig,
Btpid,
T thid,
Bioid.

“rariam (b), Cp. G, hal, 90,
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terscbut tetap dalare penguasaan pemilik benda. Tujuan dari konstruksi ini adalah
untuk membuka kemungkinan agar debitur tidak terhambal untuk melskukan
usahanya dan dapat mempergunakan benda jaminan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat istilah
jaminan fidusia yang diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang .
berwajud mavpun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnys -
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Hak Tanggungan yang telap
berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sehagat agunan bagi pelunasan utang
fertantu, yang mennberikan kedudukan yang dintamakan Kepada penerima ﬁdusia
terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketabwi bghwa fidusia
merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, sedangkan
jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk fidusia,

Proses penyerahan hak milik dalam jamican fidusia dibagi meniadi tiga

fase:*

1. Fase pertama (perjanjian obligatoir/ tizel):
Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suvatu perjanjian obligatoir
yaitu berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara

pihak Pemberi Fidusia (debitur) dengan pihak Penerima Fidusia
(kreditur).

“Marism (), Op. CGF, hal. 62,

Bihid., hal, 98-89.
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2. Fase kedua {perianjian kebendaan/ zakelijke overvenkomsi):

Perjanjian kebendaan tersebut berupe penyerahan bak milik dari debttur
kapada kreditur, dalam hal ini dilekekan secara constifwtum
possesorium, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik
benda.

3, Fase ketiga (perjanjlan pinjam pakel/ bruiifening):

Dalam perjanjian pinjam pakai ini, benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia yang telah beralih hak kepemilikannmya kepada pihak kreditur
dipinjam-pakaikan kepada pihak debitur, schingga praklis benda
tersebut, seteiah diikat dengan jaminan fidusia tetap dikuasa: oleh pihak

debitur. ™

24.2. Sejarah Fidusia

Sebagaimana telah diuraikan sebelummya, salah satu bentuk jaminan
khugsus vyang bersifat  kebendaan adaleh  lembaga fidusia  Lembaga
fidusia merupakan lembaga jamiman yang dikenal oleh masyarakat Romawi.
Semula lembaga jaminan fidusia tumbub dan hidup dalam hokum kebiasaan
Ada dua beniuk jaminan Fidusia, vaitu fiducia cum creditore contracta
dan fiducta cum amico consracia.” Piducia cum creditore confracta berarti janii
kepercaysan yang slibuat dengan kreditur vang intinya adalah bahwa debitur
akan mengalibkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai
Jaminan untuk utangeya dengan kesepakatan bahwa debinur tetap akan
menguasal secara fistk benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan
kembali kepemilikan terscbut kepada debitur bilamana utangnya telah dibayar

Srsuntr Fuady, Jaminan Fitusia, Citea Aditys Sakti, (Bandung, 2000, kol 6

SGunawan Widiaja & Achmad Yan, Jominon Fldusic, Cetakan ked, {akarta: PT.
Rajagrafintic Persada, 2003}, hat, 119,
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tunas.** Dalam iembaga fiducia cuwm creditore conmracta, hubungan para pihak
didasarkan atas pertimbangan kepercayaan kepada moral, yaity morsal intrinsik,
yang tidak dipengaruhi oleh hukum positif, balk undang-undang maupun
yorisprudensi.®® Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan memiliki benda
jaminan untuk selamanya dan akan mengembalikan benda jaminan jika debitur
telah memenuhi kewajibannya. ¥ Dengan berkembangnya lembaga gadai dan
hipotik, lembaga fiducia cum creditore coniracta tidak populer lagi dan hilang
dari lalu lintas perkreditan,”’

Masyarakat hukom Romewi juga mengenal lembaga fiducia cum amico
confracta, yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman.”® Lembaga
fidusia iInl scring digunakan oleh seorang “pofer Jfamilius™ yaog harus
meninggalkan keloarga dan tanahnya untuk jangka wakitu yang lama karena
ia harus membuat perjalanan jauh atau umtuk pergi berperang.® Dalam hal
demikian pater familias tersebut akan menitipkan femilic-nya, yaitu keluarga
dan seluruh kekayaannya, kepada seorang teman yang dipercayakan uniuk
mengurus fanah dan kekayaannya it serta memberikan bimbingan dan
petlindungan  kepada keluarga yang ditinggalkan olech pater familias™

“frieda, Op. OF, hal. 43-44,

“Tan Kameto, Hukum fominon Fidusia Suoly Kebutuhan yang Didombuokon: Sefarah,
Perkembangennya, don Pelaksanuonnye Dolom Proktik Bank don Pengodion, £disi ke-1, Cetakan
ke-1, (Bandung: Alurmni, 2004}, hal. 44.

““tbid., hol. 45.

“ibid. hol, 47,
“Gunawan, Op. O, hal, 121

“fred, B.6. Tumbuan, “Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia®, Medic
Notariaf, No. 3 Tahun 2000, hal. 18,
*ibid.
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Berdasarkan perjanjian, temannya itu akan mengembalikan kepemilikan atas
familia tersebut bilamana si pater familias sudah kembali dari perjalanannya.
Fiducia cum amico comtracta tidak ditujukan untuk kepentingan jaminan
utang.”> Hubungan antara pernberi dan penerima adalah bersifat kepengurusan
harta benda.” Baik fiducio cum creditore contracta manpun fiducia cum amico
cuntracta timbul dari sustu peranjian yang discbut pacium fiduciae yang

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau i jure cessio,*’

Pada akhir abad ke-sembilan belas, terjadi suatu keadaan yang
menimbutkan suatu kebutuhan akan lembaga jaminan yang lain dari gadai,
sekalipun benda jamimarmya adalah benda bergerak” Pada ssat itu tefjadi
krisis dalam bidang vusaba pertanian yang disebabkan olgh serangan hama,
sehingga para pengusaha pertanian membutuhkan baniuan modal yang diharapkan
dari pihak bank. Namun pada wakiv ity pihak bank tidek mas memberikan
kredit kepada para pengusaha pertanian, kecuali disediakan barang jaminan
berupa alat-alat pertamian dalam bentuk jaminan gadai®® Hal tersebut sulit
untuk dipenuhi karena para pengusaha pertanian disamping membutuhkan
bantuan modal juga membutubkan alat-alat pertanian untuk mengusahakan
lahanoya, sedangkan pada lembaga jaminan gadai, benda jaminan dikuasai
secara fisik oleh pihak kreditur. Demikian pula halnya dengan lembaga En;x}tli{
yaitu lembaga jaminan ates benda tetap sepertl tansh, texlapat beberapa
kendala antara lain karena para pesgusaha pertanian fidak banyak vyang

*bict.

*Tan, Op. Cit, hal. 45,

Stbid.

“Gungwan, Op. Cit,, hat, 119,
Ssatriv, Op. Cit, hal, 187,

*r3n, Op. ik, hal 4R,
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memiliki tanah hak milik.”’ Di samping itu pihak bank scbagai pemberi kredit
juga mensyaratkan jaminan tambahan. Keadaan tersebut melahirkan suatu
lembaga jaminan baru yang disebut Oogstverband (ikatan panen), yaite suatu
bentuk lembags jaminan dimana hasil panen dijadikan sebagal jaminan
tambahan,*?

Berdasarkan Pasal | Konminlijk Besluit tahun 1884, Qegstverband adalah
suatt hak kebendasn ates hasil-hasil pertanian vang belum dipetik atau
sudah beserta perusshaan serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan
hasil pertanian itu, untuk jaminan agar dipenuhi pefaniian untuk menyembkan
produk-produk tu kepada pemberl uang untuk dijual dalam komisi dengan
tujuan membayar vang-uang persekot, bunga-bunpa, ongkos-ongkos, dan uang
provisi dari hasil penjualan. Karena hasit panen adalah benda bergerak, maka
seharusnya (sebelum lahir lembaga {Jogstverband) lembaga yang dipakai adalah
lembags gadai dengan ktmsekuensi. benda gadai harus dikeluarkan dari
kekuasaan pemberi jaminan,” Lembaga Oogsiverband memberi kemungkinan
bahwa barang jaminan itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan
(debitur).®® Inilah yang merupakan langkah awal dari lahirnya suatu lembaga
jaminan fidusia seperti yang dikenal sekarang ini. Memuut Subekd, lembaga
Qogstverbond mempunyai kelemahan tentang hapusnya Oogstverband yaitu
apabila hasil panen yang dijadikan jaminan dalam Qogstverbond musnah®!

thid,

1. Satrio, Op. Cit, hal. 167,
P1bid, hal. 168.

®tan, Op. Cit, hat. 50.

Hoabekti (b}, Op. Git, hal, 80,

Universitas Indonesia

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH Ul, 2009



27

Dengan adanya kelemahan tersebut, Oogsiverband sebagai jaminan dalam lalu

lintas kredit kehilangan fungsinya sechingga tidak digemari masyarakat.*

Selain Oogstverband, scbagail jalan keluar atas permasalahan dalam
lembaga jaminan gadai, ditempuh melalui  lembaga Poorraadpand®
Voorraudpond  adalah  suaty  beptuk  jaminan  dengan  obyek  barang-
barang dagangan tanpa pemindahan kekuasaan atas barang-barang dagangan
tersebut.®  Lembaga Voorreadpand ini juga memiliki kelemahan, yaitu
penjarninannya tidak tercatat dalam suatu register, kekuasaan barang berada pada
debiter dan debitur secara yuridisi tetap merupakan pemilik dari barang-barang

terschut %

Dengan melihat  adanya  kekurangan-kekurangan  delam  lembaga-
iembaga jaminan yang telab ada, mwoka oreng mencari jalan keluar yang
akhimya ditemnkannya sendiri dalam prakiek, yaitu melalui lembaga jaminan
yang sckarang ini dikenal dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan
fiduciore eigendomsoverdracht atau disingkat fiducia atau fidusia. Pada
prinsipnya, apabila suatu barang dijaminkan dengan menggunakan Jembaga
jominan fidusia, berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada
kreditur, akan tetapi penguasasn barangnya tetap pada debitur.® Dengan kata
lain, penyerahan hak milik atas barapg-barang kepada kreditur yapg ditempuh
berdasarkan kepercayaan itu dalam kenyataannya finfeite), barang-harang tersebut

*Tan, Op. Git, hal. 51.

*5ri Soedewi Masjechun Sofwan (a), Beberapa Masaloh Pelaksanon temboga tominan
Khususnye Fidusio di Dafem Proktek dun Pprkembongannye df indonesio, {Yogyakarta: Fakultas
Fukem Unijversitas Gaiah Mada, 1977), hot, 73,

®yan, Op. Cit, hal 51

Stnid,

®salim H.5., Pengantar Hukum Perdata Tertulis {BW), (Jakarta: Sinar Grafiks, 2005}, hal,
126,
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tetap berada di tangan debitur, tetapi hak milik atas barang-barang tersebut
diserahkan kepada kreditur.”

Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belands, lembaga fidusia
tidak turot diambil alih%® Lembaga fidusia di Negeri Belanda mendapat
pengakuan darl pengadilan melalui @vest yang kemudian terkenal dengan
sebutan Bierbrouwerij Arrest, tanggal 25 Januari 1929.%% Kasus ind melibatkan
dua pihek yaitu Pieter Bos yang adalah seorang pengusaha kantin / cafereria
(cafehouder) di Sneek melawan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij
yang berkedudukan di Amsterdam. Suatu saat Pieter Bos meminjam uang
kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij. Pieter Bos tidak memiliki
benda lain untuk diiadikan jaminan atas pinjamannya kepada NV Heineken
Bierbrouwerii Maatschappli tersebut selain dari kantin miliknya tersebut.
Kemudian scbagai jaminan, kedua belah pibak melakukan perjanjian jual-beli
inventaris kantin milik Pierter Bos tersebut, Preter Bos menjual inventaris kantin
miliknya tersebut kepada NV Heineken Bierbrouvweri] Maatschapply dengan
hak untuk membeli kembali, dengan syarst bahwa inventaris kantin tersebut untuk
sementara waktu fetap dikuasai oleh Pieter Bos sebagai peminjam pakail, Apabila
di kemnudian hari atau pada saat jatuh tempo pembayaran utang, Pieter Bos
dapat tidak melunasi utangnya atau pailit, maka perjaniian pinjam pakai tersebuot
berakhir dan  invenfaris kentin diserabkan kepada pihak NV Heingken
Bierbrouwerij Maatschappi]. Dalam perkembanganmyva ternyata Pieter Bos pailit
sehingga “ha:rta kekayaannya termasuk inventaris kantin miliknya diurus oleh

kuratornya.

YKartini Muljadi, “Lemboga-lembaga Jfominon Dolom Teori dun Prokiek”, Medis
Natariat, No. 34-35-36-37 Fahun 1995, hal. 113,

“ivid, hal, 47

"), Satria, Op. Cit., hal, 169,
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Kemudian pihak N.V Heineken Bierbrouweri] Maatschappil menuntut
inventaris kantin tersebut daci pihak kurator Pieter Bos uptuk disita, namus
kurator kepailitan menolak dengan alasan bahwa peganjian jual-beli dengan hak
membeli kembali antara Piete Bos dengan NV Heineken Bierbrouwerij
Maatschappii hanyalah pura-pura sehingga tidak sah. Akibatnya kurator kepailitan
menuntut pembatalan perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut.
Pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappii kemudian mengajukan gnagtan
ke pengadilan tingket I (Rechishar),

Melalui putusannya Rechisbank menvlak gogatan pibak N.V Heincken
Bierbrouwesi) Maatschappil sckaligus mengabulkan gugatan dalam rekonvensi
dari pihak kurator Pieter Bos dengan alasan bahwa perjanjian jual-beli dengan hal
membeli kembali tersebut hanyalah pura-pura saja.”” Yang dilakukan antara kedua
belah pihak sebenarnya adalah perjanjian gadai, namun karena bends jaminan
tidak diserabkan kepada pibak N,V Heineken Bierbrowwerii Maatschappii sesuai
dengan ketentvuan pasal 1152 ayat (2} Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
maka gadai tersebut meniadi tidak sah.”

Kemudian pihak N.V Heincken Bierbrouweri] Maatschappi] mangajukan
banding ke Pengadilan tingkat bamding (Hooggerechishof). Pengadilan tingkat
banding ini ternyata memberikan putasan yang membatalkan putusan pengadilan
tingkat 1 (Rechtbank} dan menetapkan bzhwa perjaniian jual-beli dengan hak
membell kembali adalah sah serta memeriatahkan kurator kepailitan Pieter Bos
untuk menyerahkan inventaris kantin kepada NV Heineken Bierbrouweri)
Maatschappii.

Ferieda, Op. Cit, hal, 47,

"Mbid,
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Merasa tidak puas dengan keputusan Hooggerechthof, kurator kepailitan
yang bersangkutan mengajukan kasasi ke pengadilan tingkat kasasi (Hogeraad).
Sengketa ini diproses dimana pada akhirnya Hogeread memutuskan
bahwa perjanjian jaminan antara Pister Bos dan N.V Heineken Bierbrouweri
Maatschappi) bterupa perjanjian penyerahan hak milik sebagai  jaminan
merupakan titel yang sah.”” Kurator kepailitan tersebut diwajibkan menyerahkan
inventaris  perusahsan Pister Bos kepada NV Heineken Bierbrouweri)
Maatschappij.”

Yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hogeraad dalam memuotus
sengketa ini adalah:”™

a. Perjanjian ini tdak bertentangan dengan aturan gadai, kareana pihak-
pihak disini bukan mengikat perjanjian gadai;

b, Perjanjian ini tidak bertentangan dengan paritas crediforum, karepa
perjanjien it mengenai  barang-barang milikk NV Heincken
Bierbrouweri; Maatschappil dan bukan milik Picter Bos.

¢. Perjanjlan ini fidak merupaken penyelundupan yang tidak
diperbolehkan fongeoorloofde weisonduiking).

d. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan kepatutan fgeode zeden).

2.43. LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Lembaga fidusia semula tidak diator oleh undang-undang, tetapi lahir
dari prakiek.” Sistem hukum Indonesia mempunyal hubungan yang sangat

Tsaariam Darus Badrulzaman (d), Beb-bab Tentang Credietverband, Gadal, don Fidusia,
Cetakan ke-5, iBandung: PT. Citre Aditya Bakt, 1881), &al. 90,

Pihid.

ibid., bk, 91
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erat dengan sistem hukum Belanda, hal ini dikarenakan adanys pertautan
sejarah vang didasarkan pada asas konkordansi (concordantie beginsel).’® Setelah
adanya kasus Alerbrouwerii arrest di Belanda, di Indonesia muncul pula
persoalan hukum antara Batgafsche Petroleum Maatschappi] melawan Pedro
Clignett vang dioutus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh Hoogeerechtshof.”
Pedro Clignett meminjam wvang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij,
dan sebapal jaminan atas uwlangnya terschut Pedro Clignett menyerahkan
hek miliknya, vaitu sebuah mobil, atas dasar kepercayaan kepada Bataafsche
Petroleums Maatschappil. Nathun demikian Pedro Clignett tetap menguasai
mobil tersebut berdasarkan perjaniian pinjam pakal. Apsbila di kemudian hari
atau pada sast jatuh tempo pembayaran ufangnya Pedro Clignett temyata
lalai, maka perjanjian pinjam pakal terscbut menjadi berakinr dan Bataafsche
Petrolenrn Maatschappij berbak mengambil mobil tersebut.

Pada waktu yang telab ditentukan yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran
utangnya, Pedro Cligneft temyata tidak dapat melunasi utangnya tersebut.
Bataafsche Petroleum Maatschaprdi mengajukan gugatan terhadap Pedro
Clignett. Baisafsche Petroleum Maatschapplj memchon  agar pengadilan
membatatkan peganjian pinjam  pakai antara  Bataafsche  Petroleum
Maatschapplj dengan Pedro Clignett dan menyerabkan mobil tersebut kepada
Bataafsche Petroleum Maatschappti, Pedro Clignett menclak  menyerabkan
mobil tersebut denpan alesan Bataafsche Petroleum Maatschappl] bukaniah
pemilik yang sah dari mobil tersebut karena perjanjian yamg dibuat tidak
sah. Menurut Pedro Clignett, pengikatan faminan yang terjadi merupakan gadai,

Pachmad Zaini Bay, Beberapa Catatan Aspek Hukum Tentang Jaminan Fidusia (Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 Tenlang laminan Fidusia) Bagian |, Medio Notariot, Nomor 4
Tahun 2008, hatl, 5.

yan, Op. Cit., hal. 36,

" ibidt., hat, 55,
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namun karena bendanya (mobil tersebut) dibiarkan tetap berada di tangannya,
yaity tidak diserahkan kepada pibak DBataafsche Petroleum Maatschappij
untuk memenuhi syarat inbezitstelling, maka perjanjian gadai tersebut menjadi

tidak sah dan mobil terscbut tetap menjadi miliknya.

Kemudian setelah melalui beberapa pertimbangan, maka Hooggerechtshof
menyatakan menolak alasan Pedro Clignett dan berpendapat hahwa pengikatan
jaminan vang dibuat antara Pedro Clignett dan Bataafsche Petroleum
Maatschappij bukan merupakan gadai, melainkan sebagai peoyerahan hak milik
atas dasar kepercayaan atau fidusia, sebagaimana telah diputuskan di Negerd
Belanda melalui bierbrouwerij arrest pada tshun 1929. Hoogerechsthof
memutuskan bashwa perjanjian penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan
tersebut adalsh sah dan pedro diwajibkan untuk menyerahkan mobil yang
merupakan benda jaminan vang dikuasainya kepada pihak Bataafsche Petroleum
Maatschappij.

Perkembangan fidusia di  Indonesia semakin  meluas  ketika
diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (dikenal juga sebagai Undang-undang Pokok Agraria), Pada
awalnya berdasarkan yuorisprodensi, fidusia hanya dapat dibebankan terhadap
benda-benda  bergerak, Napmun, dengan lahimmya Undang-undang Pokok
Agraria tersebut fidusia dapat pula dibebankan atas tansh-tanah yang tidak dapat
dijaminkan meialai hipotik, misainya hak pakai dan hak sewa.

Selain itu, fidusia dapat pula dibebankan terhadap bangunan. Secarn
teoritis, fidusin atas bangunan dibenarkan karena hukom pertanaban di
Indonesia menganut asas pomisahan horizontal. Mepurmat asas ini bangunan dan
tansman bukan merupakan bagian dad tanah yang bersangkutan,”®  Jadi

®poedi Harsono, Hukum Agrorc fndonesia: Seforah Pembemiukon Undang-undong
Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksonaunny, (akarta: Djambatan, 1977), hal. 233,
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perbuatan hukum mengenal tanab tidak dengan sendirinya meliputi bangunan
diatasnya.”

2.4.4. Dasar Hokum Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga jaminan
fidusia, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga fidusia adalah yurisprudensi.
Namun kemudian perkembangan janunan fidusia ini di Indonesia menjadi
diperluas lagl deagan diwndangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia pads
tanggal 30 September 1999.% vakni dengan diundangkannya Undang-undang
Nomeor 42 tahun 1999 tentang Jaminan FPidusia (untuk selanjuinys dalam

penuhsan int disebut Undang-undang Jaminan Fidusia),

Selain Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat heberapa peraturan yang

mengaiur mengenal fidusia, vait:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 termtang Tata Cara

Pendafiaran Jaminan Fidusta;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 fahun 2000 teniang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang Tarif Adas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajsk vang Berdaka Pada Departemen
Kehakiman,

c. Keputusan Presiden Nomeor 139 tahun 2000 tentang Pembentukan
Kantor Pendafteran Fidusia di Setiap Jbuketa Propinsi di Wilayah
Negara Republik Indonesia;

Pibid,

Fachmad, Op. Cit., hat 5.
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. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.01.UM.01.06 tahun 2000 tentang Bentuk
Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.08.PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan
Kantor Pendaftaran Fidusia;

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Pembukaan
Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.02.PR.07.10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Pembukaan
Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C.UM.01.10-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka

Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Fidusia;

Subyek Jaminan Fidusia

Subyek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima

fidusia. Dalamn Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan

bahwa pemberi fidusia adalah orang persecrangan atau korporasi pemilik benda

yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang
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Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan
atau korporasi yang mempunyai piviang yang pembayaranmya dijamin dengan
jaminan fidusia. Jadi subyek dalam faminan fidusia dapat berupz orang-

perorangan maupun korporasi.

2.4.6. Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat {(4) Undang-undang Jaminan Fidusia, vang dapat
dijadikan obyek jaminan fidusia adalah segala sesuat yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdafiar
maupun yang tidak terdafiar, yang bergersk mapun yang tidak bergerak yang
tidak dapat dibebani hak tangpungan atau hipotek. Dalam hal ini untuk benda
tidak bergerak yang akan menjadi obyek jaminan fidusia terdapat persyaratan-
persyaratan, yaios '

a. Benda-benda tersebut {idak dapat dibebani dengan hak tanggungan
yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan
perundang-undangan yang beriaku menentukan jaminan atas beada-
benda tersebut wajib didafiar;

b. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek sebapgaimana
dimaksud daslam Pasal 1162 Kitab Usdang.-undang Hukum Perdata
juncto Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang atan
hipotek atas kapal laul sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yattu kapal yang
terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh meter kubik atau lebih;

¢. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek atas pesawat terbang
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 12 Undapg-undang Nomor 15
Tahun 1992 juncto Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan beserta penjelasannya.

Brerieda, Op. Cit, hal. 65.
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Sedangkan persyaratan untuk benda-benda bergerak sebagai obyek
jaminap fidusia adalah benda-benda tersebut tidak dibebani dengan gadai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.4,7. Ciri-ciri dan sifat-sifat Jaminan Fidusia
Ciri-ciri dan sifat-sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan fzakelijhezekerneid / security right in rem).
Menuwrut Pasal 11 juncte Pasal 12 Undang-undang Jamisan Fidusia,
jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,
schingya dengan sendirinya melekat di dalamnys unsur kebendaan
ksrepa melahn pendafiaran berarti ada pemberiighuan kepada umum
{asas publisitas) yang mengisyaratkan babwa jaminan fidusia adalah

jaminan kebendaan.

b. Bersifat accesoir
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikotan dari suaty perjanjian
pokok. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undanpg-undang Jaminan
Fidusia yang menyebutkan babwa jaminan fidusia  merupakan
perfanjian ikutan deri suatu pedaniian pokok vang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Kemudian dalam
Pasal 11 ayat {1} Undang-undanp Jaminan Fidusia kembali ditegaskan
bahwa jaminan fidusia hapus demi bukum karena bapusnya utang
vang dijamin dengan fidusia. Sebagai suatu perjanjian yang bersifat

aceesolr, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:®

S15id., hal. 70.
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¢ Sifat ketergantungan terhadap perjaniian pokok.

» Keabsshannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidsknya
perjanjian pokok.

» Schagai perianjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan
jika ketentuan yang disyaratkan dalam pegjanjian pokok telah
atau tidak dipenuhi.

¢. Asas publisitas
Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, benda
vang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, Pendafiaran
dilaksanskan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan mendakup
benda batk vang berada & dalam maupun di luar wilayah Negara
Republik Indonesia {penielasan Pasal 11 Undang-undang Jaminan
Fidusia). Hal ini dilakukan dalam rangka memenubi asag pubiisitas dan
sekaligus merupakan jaminan kepastian terbadap kreditmr lainnya

mengenal benda yang telah dibebani jaminan hdusia.

d. Asas spesialitas.

Dalam Pasal 5 ayat (1} Undang-undang Jaminan Fidosia disebutkan
bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta
Notaris, dalam Bahasa Indonesia, dan merupakan Akta Jaminan
Fidusia. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia
dijelaskan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari
dan tanggal, juga dicandumkan mengenal waktu (jam) pembuatan akia
tersebut. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia
discbutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal § Undang-undang Jaminan Fidusia sckurang-kurangnya memuat:

Beunawan widjaja dan Ahmad Yanl, Serf Hukum Bisnis! Jominan Figusia, Cetakan ke-1,
{jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000}, hat, 125
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Identitas pthak pemberi dan pihak penerima fidusia;

*

Data-data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

*

Nilai penjaminan; dan

Nilat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

&. Droil de suite

Dalam Pasal 20 Undang-undang Jamipan Fidusia discbutkan bahwa
Jaminan fidusia tefap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebul berada, kecuali
pengalihan aias benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia,
kemudian dalam penjelasannya dijelaskan babwa ketentuan ini
mengakui prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dari
peraturan perundang-undangan Indonesfa dalam kaitannya dengan hak
mutlak atas kebendaan.

f. Droite de preference
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan
bahwa Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan
terhadap kreditur lainnya. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang
Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang
didahulukan terhadap kreditur Jainnya. Selanjuinya dalam Pasal 27 ayat
(2} Undang-undang Jaminan Fidusiz ditegaskan bahwa hak vang
didahulukan sebagaimana dimaksud dalam aysi (1) adalah hak
Penerima Fidusie untuk mengambil pelunasan pistangnys astas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam penjelasan
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa
hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendafiaran
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benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia
dikatakan bahwa hak vang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak
hapus karena adanya kepailitan dan / atau lkuidasi Pemberi Fidusia,
Hal ind berarii jika Pemberi Fidusia jatuh pailit, benda jaminan fidusia
tidak masuk ke dalam beedel! pailiz. Rurator kepailitan tidak berhak
menuntut benda yang bersangkutan dari kekuasaan Pemberi Fidusia.
Penerima Fidusia mempunya hak preference. la berhak menjus! benda
jaminan fidusia sebagal jaminan pelunasan utang debitur kepadanya
lebih dulu dari kreditue-kreditur lainnya *

g. Jaminan pelunasan utanyg
Dalam Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur mengenai utang
yang pelunasannya dijamin dengan fidusia. Utang fersebut dapat
berupa: |
+ {Jtang yang telah ada;
+ tHang yang baru skan timbul 4i kemudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumiah terienty; atan
s Utang yang pada sant eksekusi dapa! ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian pokek yang menimbulkan kewajiban
mernenuhi suatu prestasi.
h. Parate executie
Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidugia mebpgatur bahwa dalam
Sertifikat jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga
mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama  dengan  putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum fetap, kemudian

Merada, Op. Git, hal, 59,
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apabila debitur cidera jenji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya
sendiri.

i. Constitutum possessorium
Pengalihan hak kepemilikan atas bends vang menjadi obyek jaminan
fidusia adalah dengan consitutum possesorium, artinya pengaliban hak
milik atay suaty benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang
bersangkutan.®® Pemberi Fidusia akan menguasai benda jaminan fidusia
urtuk kegentingannya sendiri.

i Dapat diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia (kreditur)
Menurut Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia
dapat diberikan kepada lebih dari setu Penerima Fidusia atau kepada
kuass atau wakil dari Penerima Fidusia fersebut. Selanjutaya dalam
penjelasan Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa
ketentuan ini dimaksodkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari

satu Penerima Fidusia dalam rangks pembiayaan kredit konsorsium,

k. Tidak boleh melakukan fidusia ulang {ganda)
Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia menegaskan babwa Pemberi
Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi
obyek jaminan fdusia yang sudah terdafiar, Hal ind disebabkan karena
hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima
Fidusia, dengan demikian Pemberi Fidusia tidak berhak membebankan
jaminan yang kedua atas benda yang bersangkutan, Namun, dalam
prakfek mungkin saja terjadi fidusia ganda. Secara teoritis tentunya

® 1bid,, hal, 73,
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Pemegang Fidusia pertamalah vang berhak atas bendanya, karena
Pemegany Fidusia kedua memperoleh bendanya dari orang yang tidak
berwenang® Dalam Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia
disebutkan apabtia atas benda yang sama yang menjadi obyek jaminan
fidusia terdapat lebih dari 1 {satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak
yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-
endang Jamivan Fidusia, diberikan kepada pihak yang lebih dabulu
mendafiarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. -

2.4.8. Akta Jaminaa Fidusia

Sebelum jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang di Indonesia,
pembebanan suaty benda dengan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan atau
fanpa sustu akta. Namun, dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang.-undang
Jaminan Fidusia, kini ditenivkan babwa untuk melakukan pembebanan benda
dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Babasa Indonesia dan
merupakan akta jaminan fidusia.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia,
Akta Jaminan Fidusia sckurang-kurangnya menguraikan tentang ;

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. Data peganjian pokok yvang dijamins fidusia;

¢, Uraian mengenal Benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilail Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusiz menyatakan bahwa
mengenai besarnya biaya akta jaminan fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenal besarnya biaya akta

*Herlien, “jamiran Fidusia dan Beoheraps Permasalahannys”, Medic Notarof, No. &
Tahun 200G, hat, 22
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jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Akta
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen

Kehakiman,
Biava Akta Jaminan Fidusia
No, Nilai Penjaminan Biaya akta
ik stem

< Rp. 50060 000,00

Rp. 30.000,00

il

> Rp. 50.000.000,60 - Rp 100.000.000,00

Rp. 100.000,00

3 > Rp. 100.000.000,00 — Rp 250.000.000,00 Rp. 300.000,00

4 > Rp. 250.000.000,00 — Rp 500.000.000,00 Rp. S00.000,60

3 = Rp. 500.000.000,00 — Rp 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000,00
3 > Rp, 1.000.000.000,00— Rp 2.500.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
7 > Rp. 2.500.000.000,00 — Rp 5.000.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00
8 > Rp. 5.000.000.000,00 — Rp 10.000.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00
5 > Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 7.500.000,00

tintversiias Indonesis
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249, Pendaftaran Jaminan Fiduosia
Pasal 11 ayat {1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan
mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia antara lain adalah:*?

a.

Unthik melahirkan jamninan fidusia bagi Penerima Fidusia dan menjamin

pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminkan;

Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastisn hukum kepadsa
Penerimz  Fidusia, Pemberi Fidusia, serta pihak ketiga yang
berkepentingan;

Untuk memberikan bak yang didahulokan terhadap keeditur yang
preference,

. Unituk memenuht asas publisitas dan asas spesialitas;

Untuk memberikan kepastian tentang status fidusiz sebagai jaminan
kebendaan;

Untuk memberikan rasa aman kepada kreditur Penerima Fidusia dan

pihak ketiga yang berkepentingan, serta masyarakaf pada nmumnya.

Pendaftaran dilakukan pada Kaotor Pendafiaran Fidusia sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2} Undang-undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya
dalam Pasal 11 ayat (2} Undang-undang Jaminan Fidusia diatur bahwa kewajiban

pendaftaran fidusia juga berlakn dalam hal benda yapg dibebankan dengan

jaminan fidusia tersebut berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalarn Pasal 13 ayat (13 Undanp-undang Jaminan Fidusia ditentuken bzhwa

permohonan pendafiaran fidusia dilakukan oleh pihak Penerima Fidusia, kuasa

atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia,

¥ eriada, Op. Cit, hal 81
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Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengecek data yang tercantum dalam
pernyatagn pendafiaran fidusiam, kemudian mencatat jaminan fidusia terscbut
dalam Buku Daftar Fidusia pada tangga! vang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran. Selanjutnys dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang
Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan
Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya
permohonan pendaftaran tersebut,

Sertifikat jaminan fidusia adalah merupakan salinan dari Buku Daflar
Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:

a. Identitas pthak Pemberi Fidusia dan Peserima Fidusia;

b. Tanggal, nomor gkta jaminan {idusia, nama, dap tempat kedudukan

Notaris yang membuat akia jaminan fidusia;

Data peryanjian pokok vang dijamin dengan jaminan Sdusia;

P

. Uraian mengenal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

i

Nilai penjaminan; dan

sl

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Biaya pendafaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2000, Mengenai besaran biaya sekubungan dengan pendaflaran
jaminan fidusia tersebut, ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.600,00 (lima pulih

Juta rupiah) per akta, dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupiah);

b. Untuk nilat penjaminan diatas Rp. 50.060.000,060 (lima puleh juia

rupish} per akta, dikenskan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh
riba rupiah).
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24.10, Lahiroya Jaminan Fidusia

Lahimya jaminan fidusia adalah pada tanggal jaminan fidusia dicatat
dalam Boku Dafiar Fidusia oleh Kantor Pendaflaran Fidusia, hal ini dinyatakan
dalarm Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnys
jaminan fidusia, maka kedudukan kreditur yang semula adalah kreditur konkuren
seketika berubah menjadi kveditur yang preferemce. Kredimr preference
mempunyal hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan sifat tagihannya®

2,411, Eksekusi Jaminan Fidusia
[Palam hubungan perutangan vang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak
memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut
pemenuban piutanguya terbadap haria kelayaan debitur yang dipakai sebagai
jaminan®® Atau dengan kata lain kreditur menuntut pemenuban piutangnya
dengan mengeksekusi benda jaminan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang
Jamminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, eksekusi lethadap benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pelaksanaan titel eksekutorial.
Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor
Pendaflaran Fidusia merupakan salinan dari Buku Daflar Fidusia.
Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diterbitkan dengan mencantumkan
kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA EBSA”. Hal ini berarfi bshwa Sertifikat Jaminan Fidusia
memiliki kekuatan eksekutorial yanp sama dengan pulusan pengadilan

retnownlan Sutantio, Kopite Selgkia Hukum Fkonomi. Cetakan ke-1, [5.1.: ikataw
Hakdm Indonesia, 1988, hal. 8.

¥srl Soedew! Masichoen Sofwan (b}, Hukum faminen di indonesia Pokok-pokok Hukum
Fomiren dan jomingn Perorangon, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, {Yogyakeria: Hiberty, 1980} hal 31
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yang telah memperoleh kekuvatan hukum tetap, sehingga apabila debitur
cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjalankan kesempatan eksekusi. Dalam Pasal 15 ayat (2} Undang-
undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia
mempunyai  kekuatan  eksekutorial vang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekvatan hukum tetap sehingga
berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat
tangsung melaksanakan eksekusi dengan melakukan penjualan benda
yang dijadikan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan wnum tanpa

meladur pengadilan.

. Penjualan benda jaminan berdasarkan parate executic.

Parate execurie adalah perjualan benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia melalui pelelangan wmum tenpa melalui pengadilan oleh
Peneritna Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal inf adalah kemudaban
yang diberikan oleh undang-undang kepada Penerima Fidusia dalam
melaksanakan cksekust untuk mengambil pelunasan atas pintanenya.

. Penjualan  benda  jaminan  secara  dibawah  fangan  berdasarkan
kesepakatan antara pihak Pemberi Fidusia dan pihak Pencrima Fidusia.

Dalam hal penjualan benda jaminan secara dibawah tangan berdasarkan
kesepakatan antara plhak Pemberi Fidusia dan pihak Penerima Fidusia,
undang-undang mensyaratkan behwa pelaksanaan penjualan dilakukan
setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi
Fidusia dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak vang berkepentingan
dan diumumkan sckurang-kurangnya delamn dua surel kabar yang
beredar di daerab yang bersangkutan. Tujuan peniualan berda jaminan
secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh herga tertinggi
sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik pihak Peperima
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Fidusia maupun pihak Pemberi Fidusia. Apabila setelah diambil dalam
rangka pelunasan utang debitur ternyata terdapat sisa/kelebihan dan
hasil perjualan di bawah tangan tersebut maka sisakelebihan tersebut
merupakan hak debitur selaku Pemberi Fidusia, tetapi sebaliknya jika
hasil penjualan benda jaminan ternyafz tidak mencukupl untuk
melunasi utang debitur, maka debitur tetap harus bertanggung jawab
atas sisa utang yang belum terbayar tersebut.

2,412, Janji-janji yang dilarang

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi benda yang

dijadikan obyek jaminan fidusia, yaitu™?

a. Janji melaksanakan cksekusi terhadap benda yang menfadi obyek
jaminan fidusia dengan carg yang berfentasgan dengan Pasal 29
Undang-undang Jaminan Fidusia;

b, Japji yang menberi kewenangan kepadz Penerima Fidusia wntuk
memiliki benda vang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur

cidera janji.

Dalam Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Setiap
janji yang memberikan kewenangan kepada Peperima Fidusia untuk memiliki
Benda vang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera fanji adalah
batal derni hukum,

2.4.13. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa
jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikui:

a. Haposnya utang yang dijamin denpan fidusia

®satim, Op. Cit,, hal, 133.
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Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan ( bersifat accesair)
dari suatu perjanjian pokoknya yaitu perjanjian ulang piutang, oleh
karena itu dengan hapusnya utang pokok dengan sendirinya jaminan
fidusia akan hapus. Mengenai hapusnya utang itu sendiri dapat terjadi
karena pelunasan, sedangkan bukti hapusnya utang adalah berupa
keterangan yang dibuat oleh kreditur.”"

. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

. Musnahnya benda vang meniadi ohyek jaminan fidusia.

Apabila benda yang meniadi obyek jaminan fidusia musnah, maka
jaminan fidusia turat hapus, Namun, Pasal 10 huguf () Undang-undang
Jaminan Fidusia menentukan bzhwa jaminan fidusia meliputi klaim
ssuransi dalem hal bends yang menjadi obyek jamioan fidusia
diasuransikan. Kemudian dalam Pasal 25 gyat (2) Unpdang-undang
Jaminan Fidusia ditegaskan behwa musnahnya bends vang menjadi
obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim gsuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huref (b) Undang-undang Jaminan Fidusia,
klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia

"tersg’aut,

Penerima Fidusia memberitahukan mengenat hapusnya jaminan fidusia

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melarpirkan pernyataan mengenai

hal-hal yang menyebabkan hapusnya fidusia (hapusnys utang pokek atauw

pelepasan hak atau musnahnya benda vang menjadi obyek jaminan fidusia

terscbut). Kemudian Kantor Pendafiaran Fidusia akan mencoret pencatatan

jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, lalu menerbitkan surat keterangan yang

*4bid., hal. 86.
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menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan sudah tidak
berlake lagi.

2.5. Kendaraan Bermofor

Definisi Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat
(73 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalar: dan Pasal | ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 adalah
kendarasn yvang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
Dalam Pasal 172 ayat (1) Peratoran Pemerintah Nomor 44 {shun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudl discbutkan bahwa setiap kendsraan bermotor yang
dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Kemudian datam pasal 175 Peraturan
Pemerintali Namor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengenmudi dikatakan
bahwa sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telab didaflarkan, diberikan bukn
pemilik kendaraan bermotor, swat tanda nomor kendaraan benmotor, serfa tandza
pomar kendamsan bermotor. Dalam pasal 180 Peraturan Pemeriniah Nomor 44
tahun 1993 {entang Kendaraan dan Pengemudi  distur bahwa pendaflaran
kendaraan bermotor sebagal bugian yang tidak terpisahkan dar lalu lintas dan
angkutan jalap dilaksanakan oleh unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor
satuan lalu lintas Kepolisian Negers Republik Indonesia, yang selanjutnya di
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana pendafiaran kendaraan
bermotor, Berdasarkan hal-hal tersebut dapatish disimpulkan bahwa kendarazn
bermotor termasuk dalam benda bergerak yang terdafiar,

Kepemilikan atas suatu kendarazn bermotor terdafiar dan dibuktikan dengan
adanya suatu dokumen bukti kepemilikan yvang disebut Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPX.B.) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia. B.P.K.B. dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan {vertificate of

ownership).
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B.P.K.B. diatur dalam berbagai peraturan, berikut adaiah landasan hukum
penerbitan B.P.K B

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan;

b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak; ‘

¢. Undang-Undang Nowmor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pendaflaran
Kendaraan Bermotor;

e. Peraturan Pemenniah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

f Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kepangan Nomor © [ns/03/X/1999, Nomor: 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/[MK.(14/1999 tentang Pelaksanaan Sistem
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam  Penerbitan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba
Kendarsan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda
Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak  Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta  Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalam;

g. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesis,
Ditjen PUOD dan Dirut PT, (Persero) Jasa Rahada No. Pol. :
Skep/06/X/1999, Nomor 973 - 1228 dan Nomor: Skep/02/X/1999
tanggal 15 Oktober 1999  tentang Tata Laksana Pendaftaran
Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendarnan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana
Keoelakaan Lalu Lintas Jalan di Kantor Bersama Samsat.
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h. Sumat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.:
Skep/367/V1/2005, tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi
Spesifikasi Teknis Blangko BPKB.

B.P.K.B. berbentuk sebuah buku yang terdiri atas lembaran-lembaran vang

berisi keterangan-keterangan mengenai:

a. Hdentitas kendaraan,
Bagian ind diist mengenai identiias kendaraan yang bersangkutan, yaitu:

»

Nomor Polisi;
Merek;

Tipe;

Jenis;

Model;

Tabun pembuatan;
Tahun perakitan;

Isi silinder;

Warna;

Nomor rangka / NIK;
Nomor mesing;
Jumiah sumny;
Jumlah roda;

Bahan bakar;

Nomor sertifikat i tipe; dan

Nomor uii berkala.

b. Identitas pemilik.
Pada bagian identitas pemilik dfisi tentang identitas pemilik

pertama kendaraan yang bersangkutan, yaita
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Nama permilik;
Alamat; dan
Pekerjaan,

Apabila dikemudian hari kendaraap yang bersangkutan dijual atau
dialibkan, maka identitas pemilik barn ditulis pada lembar perubahan
identitas,

¢. Keterangan pabean / asal usul, yaitu:

L3

Nomor;

Tanggal;
Pelabuban;

Cara import:
Nomor faktur;
Nomor CK.D.; dan

Keterangan lain-lain.

d. B.P.K.B. yang pertama (apabila pemah memiliki B.P K.B.):
Lembaran ini dipergunakan dalam hal diterbitkennya B.P.RB.
vang kedua dan seferusnya, hal tersebut dapat terjadi dalam hal
B.P.X.B. vang pertama hilang ataw rusak, Dalam hal demikian, pada

B.P.X.B. yang baru perle diisi keterangan tenfang B.P X B. pertama

yaiu:
»
-

»

Nomor dan huruf B.P.K.B;

Tangpgal BPX.B.;

Nomor register BPXB,;

Tempat dikeluarkan B KB

Nama / alamat pemilik; dan

Sebab-sebab tidak berlaku B.P.K.B. pertama,
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e. Perubahan identifas;

Lembaran ini dipergunakan dalam hal tegjadi perubaban identitas,
baik menvangkut identitas kendaraan, maupun identitas pemilik.
Apabila terdapat perubahan identitas, maka beatuk dan rincian
perubahan-perubahan tersebut dicantumkan dan dibubunhi tanda tangan

serta cap oleh petugas.

f. Catatan Polisi
Bagian ini disi catalan-catatan sehubungan dengan kendaraan
yvang bersangkutan, termasuk mengenai statos kendaraon vang sedang

dibebankan scbagal jaminan fidusia.

g Kelerangan
Bagian ini berisi penjeiuasan secara umum dari pihak Kepolisian
Negarz Republile Indonesia sehubungan dengan B.P.EX.B,, diantaranya
mengenai dasar hukam penerbitan B.P.K.B., fungst B.P.K.B,, larangan,
dan beberapa peringatan sehubungan dengan diterbitkannya B.2.K.B.

Fungsi dan Peranan B.P.K B/

a. Semua jenis kendarean bermotor yang sudeh terdafiar dan mempunyai
Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk suatu kendarazn bermotor baik
dalam keaduan berjalan mavpun dalam keadaan rusak diharuskan
memiliki B.P.K.B. sebagal tanda pengenal kendaraan bermotor

b. BPEKB. dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang
disempurnakan dan meropakan dokumen penting yeng harus
disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan

* Direktorat Laly Lintas Polda Lampung, Buku Pernilik Kendaroun Bermotor (82K 8.5,
htep:/fwww.ditlantas-lpg org/bokb.aspx
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¢. BPKB. akan mempertinggi daya pguna dari  tata cara
administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, schingge di samping
meningkatkan ~ public  service  juga  dimanfaatkan untvk
menyempurnakan  cara  pengawasan ferhadap pemasukan  keuangan
negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya

d. BPX.B. dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-
meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat

2.6. Pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pembebanan jaminan fidusia selalu
diawall dengan adanya suatu peranjian ntang-piatang antara debitur dan kreditur
yang menjadi perjanjian pokoknya. Sehubungan dengan perjanjian ufang-piutang
tersebut, diperiukan adanya sustu jaminan yang diberikan olch pihak debitur
kepada pihak kreditur demi menjamin pelunasan utang debitur, Pihak kyeditur
urnurnya lebth menyukal jaminan dalam bentuk jaminan khusus, khuéusnya
jaminan kebendaan. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan.
Jadi perjanjian pemberian kredit lazim diikuti dengan perjanjian pembebanan
jaminan fidusia.

Dalam prakieknyva, benda bergerak vang sering kall dijadikan obyek
jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karema di
satu sisi kendaraan bermotor adalah sarana pendukung yang sangat dibutuhkan
dalam menjalankan kegiatan bismis, jadi umumnya para pelaku bisnis memiliki
kendaraan bermotor, di sisi lain nilai harga kendaraan bermotor itu sendin dapat
dikatakan relatif stabil, serta mudah dijual. Jadi kendaraan bermotor memenuhi
prinsip benda/obyek jaminan yang baik sebagaimana feluh diuraikan bagian
sebelumoya.

Kepemilikan kendarsan bermotor dibuktikan dengan BPXB., oleh
karema ifu sebelum memberikan kredit, pihak kreditir perfu melakukan
pengecekan terhadap B.P.K.B. vang bersangkutan. Surat permohonan pengecekan
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B.P.K.B. diajukan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui
Kepolisian Daerah setempat. Hal ini perlu dilakukan karena dikhawatirkan
B.P.K.B. vang discrahkan oleh debitur kepada kreditur tersebut adalab palsy, atau
temnyata B.P.K.B. tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan
B.P.K.B. yang baru.

Setelah pihak Kepolisian Daerah setempat menyatakan B.P.K.B. tersebut
asli dan masih berlaku, maka pemberian kvedit dapat dilaksanakan dan para
pihak  menandatangani suatu  perjanjian  kredit. Kemudian  setelah
penandatanganan peganiian kredit, segera dilanjutkan dengan penandatanganan
perjanjian pembebanan jaminan (delam hal ini adalab penandatanpanan Akta
Jaminan Fidusia), dimans harta benda debitur dijadikan sebagail obyek jaminan
{dalam hal ini adalah kendarasn bermotor milik debitur). Karena kendarsan
bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar, maka B.P.K.B. kendaraan yang
menjadi obyek jaminan fidusia tersebut diserahkan kepada pihak kreditur
pemegang fidusia, sementara penguasaan fisiknya tetap berada dalam kekuasaan
debitur.

Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia belum cukup untuk melahirkan
suatu jaminan fidusia. Pasal 14 avet (3) Undang-undang Jaminan Fidusia
menentukan bahwa jaminan fidusta Ishir pada tanggal jaminan fidusia dicatatkan
dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendafiaran Fidusia. Oleh karena itu
setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, penerima fidusia perla
mendaftarkan salinan Akta Jaminan Fidusia yang telah bermaterai tersebut
disertai fotokopi B.P.K.B. yang telah dicap sesuai ashi oleh Notaris. Pendafiaran
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penerima fidusia membeli dan
mengisi formulir permohonan pendafiaran fidusia, dan bersama lampirannya yaitu
salinan Akda Jaminan Fidusia dan fotokopi B.P.K.B. tersebut diserahkan kepada
Kantor Pendaflaran Fidugia. Kemudian Kantor Pendaflaran Fidusia akan
melakukan pengecekan dokumen sehubungan dengan adanya permohonan
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pendaftaran  tersebut. Namun pengecekan vyang dimsksud disini  adalah
pengecekan mengenal kelengkapan dokumen-dokumen. Jadi pengecekan yang
dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia ini hanya bersifat pengecekan
administatif (bukan mengenat kebenaran data dokumen yang dilampirkan).

Kemudian apabila dokumen telah lengkap, maka Kantor Pendaftaran
Fidusia akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia mengenai adanya
pembebanan fidusia tersebut. Sehingga dengan demikian jaminan fidusia lahir dan
seketika itu juga kedudukan pemegang fidusia tersebut yaog semule adalah
kreditur konkuren, berubah menjadi kreditur preference. Sctelah itu Kantor
Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia .

Setelah jaminan fidusia lahir, keducdukan penerima fidusia kini menjadi
kreditur yang preference. Jika ditinjau dari kedudukannya, sebenarnya kreditur
tersebut sudah cukup terproteksi karena dalam hal debitur tersebut wanprestasi,
kreditur preference tersebut berhak mendapat pelunasan terlebih dahuly, daripada
kreditur-kreditur konkuren laionya, atas hasil penjualan obyek jaminan fidusia.
Namun , permasalaban dapat timbul apabila ternvata debitur yang bersangkuntan
tidak beritikad baik, misalnya debitur tersebut mengalibkan obyek jaminan atau
menjaminkan uwlang kendaraan bermotor tersebut. Memang kenyataannya
B.P.K.B. dari obyek jaminan fidusia yang bersangkutan telzh berada ditsngan
kreditur, tetapi mungkin saja debitur vang tidak beritikad baik  torsebut
mengajukan permohonan penerbitan B.P.K B. yang baru kepada pihak Kepolisian
Daerah setemnpat, dengan dalih bahwa B.P K.B. yang pertama hilang atau rusak.
Karena tidak adanya pemblokiran atau keterangen yang menyatakan status
kendaraan bermotor sedang menjadi jaminan kredit, maka Pihak Kepolisian
Dagrah setempat akan memproses pembuatan B.P.K.B. yang baru berdasarkan
permohonan terschut. Kemudian setelah debitur yang tidak beritikad batk tersebut
berhasil mendapatkan B.P.K.B. yang bary, debitur tanps kesulitan dapat
menjaminkan nlang, mengalibkan atau menjual kendaraan bermotor yang menjadi
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obyek faminan fidusia kepada pihak ketiga. Apabila hal ini teriadi, kreditur akan
mengalami kesulitan saat hendak menjual atau mengeksekusi obyek jaminan
fidusia {(dalam hal debitur vang bersangkutan wanprestasi). Maka untuk
mengantisipasi hal tersebut terjadi, diperlukan adanya suatu tindakan pemblokiran
pada B.P.K.B obyek jaminan fidusia,

"Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mewajibkan pencrima fidusia
uptuk  melakukan pemblokiran, sehingga dalam praktekoya hal im jarang
dilakukan. Peperima fidusia merasa cukup aman dengan hanya menguasal
B.P.K.B.. Penerimz fidusia cendernng enggan untuk mengajukan permohonan
blokir tersebut juga karena perimbangan efisiensi prosedur dan biaya. Padahal
pemblokiran ini sangat penting. Dengan dialihkannya kendaraan benmotor yang
menjadi obyek jaminan fidusia membuat proses eksekusi terhadap obyek jaminan

fidusia saat debitur wanprestasi menjadi sulit untuk dilakukan,

Permohonan pemblokiran dapat digjukan oleh kreditur sebagsi penerima
fidusia dengan mengajukan surat permohonan pemblokiran. Surat permohbonan
pernblokiran ditujukan kepada pihak Kepolisian Daerah setempat. Dalam surat
permohonan pemblokiran dicantumkan mengenai rincian dats identitas kendaraan
bermotor yang dimaksud, antara lain:

a. Merek kendaraan,

b Tahun pembuatan;

¢. Jenis kendaraan;

d. Warna kendaraan;

¢ Nomor polisi kendaraan;
f. Nomor B.P.K.B.;

g. Nomor rangka;
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h. Nomor mesin;
i. Nama pemilik;
j. Alamat,

Selain itu dalam surat permohonan pemblokiran juga dijelaskan mengenai alasan
digjukannya permohonan pemblokiran, yaitu status kendaraan bermotor vang
bersangkutan sedang menjadi juminan kredit atau menjadi obyek jaminan fidusia,
sehingga pihak Kepolisian Daerah sefempat dimohon untuk tidak mengabulkan
apabila menerima permobonan tentang penerbitan B.P.K.B. vang baru maupun
balik nama yang berhubungan dengan kendaraan bermotor tersebut, kecuali
terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pibak kreditur. Berdasarkan surat
permohonan pemblokiran tersebut pihak Kepolisian Daerah skan membubuhkan
catatan dalam B.P.K.B. kendaraan yang dimaksud, yaitu pada lembar “Catatan
Polisi”, mengenal status kendaraen bermotor sedang menjadi obyek jaminan

fidusia.

Kekhawatiran lain yang wmungkin ferjadi apabila tidak dilakukan
pemblokiran atas B.P.K.B. vang hersangkutan adalah debitur dapat mentaminkan
kembali / melakukan fidusia ulang atas kendaraan bermotor tersebut, Tindang-
undang Jaﬁlinazx Fidusia melarang dilskukannys fidusia tilang, namun hal itu
sangat mungkin terjadi mengingat kepemilikan sebuah kendaraan bermotor hanya
dibuktikan dengan B.P.K.B.. Dalam B.PK.B. yang tdak diblokir, tidak ada
catatan yang menyatakan babwa status kendaraan bermotor yang bersanpkutan
sedang dijadikan jaminan atas suatu uiang, sehingga kreditur vang bersangkutan
maupun Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mengetahui bahwa status kendarsan
bermotor yang bersangkutan sedang dibebani dengan jeminan fidusia. Terlebih
Iagi proses pendaflaran jamipan fidusia pada Kantor Pendafaran Fidusia belum
menggunakan sistern komputerizsasi, atau dengan kata lain sistem pemasukan data
pendafiaran fidusia masih dilakukan secara manual, schingpa pembebanan fidusia
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ulang atas kendaraan bermotor yang telah menjadi obyek jaminan fidusia sukar
terdeteksi. Jadi, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pemegang fidusia selain
mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaflaran Fidusia, seyogyanya
juga mengajukan permohonan blokir atas BP.K.B. obyek jaminan fidusia yang
bersangkutan kepada Kepolisian Dacrah setempat.

Melalui  pemblokiran, berbagai pihak yang berkepentingan dapat
mengetahul  siatus kendaraan bermofor fersebut Saat debitur mengajukan
permohanan untuk mersbuat B.P.K.B. yang baru stau balik nama, dengen adanya
pemblokiran, permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak Kepolisian
Daerah selempat. Sglain itu pemblokiran juga bermanfaat bagi calon kreditur,
Kantor Pandafataran Fidusia , ataupun pihak ketiga yang akan membelh kendaraan
bermotor tersebut dapat mengetahui mengenai status kendaraan bermotor tersebut
sedang meniadl obyek jaminan fidusia. Sehingga tindakan debitur yang tidak
beritikad baik yang hendak mengalihkan obyek jaminan fidusia fersebut dapat

dicegakh.

Disamping adanya kekhawaiiran babwa debitur vang tidak beritikad baik
akan mengalibkan atau melakukan fidusia nlang, tindakan pemblokiran BP.K.B.
terscbut juga dapat mendorong penerima fidusia untuk melakukan pencoretan
peocatatan fidusia dari Buku DaRar Fidusia setelah perjaniian fidusia berakhir
(kendaraan bermotor tersebul sudzh tidak lagi menjadi obyek jaminan fidusia).
Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa setelah Jaminan fidusia hapus,
penerima fidusia melaporkan mengenal hapusnya jaminan fidusia tersebut dan
Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan fidusia dari buku dafiar
fidusia. Dalam prakicknya seringkall lidak melakukan pencoretan fidusia karena
dalam B.P.X.B. tidak terlihat adanya catatan mengenai kendaraan bermoior yang
bersangkutan sedang dalam status sebagal obyek jaminan fidusia, jadi penerimea
fidusia merasa tidak perlu untuk melakukan pencoretan fersebut, terlebih lagi
untuk melakukan pencoretan dalam buku daflar fidusis dikenakan biaya
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administrasi. Tidak dilakukannya pencorctan dalam Buku Daflar Fidusia
menyebabkan status kendsraan tersebut tetap tercatat sebagai obyek jaminan
fidusia. Hal tersebut tentu saja akan merugikan calon pembeli dalam hal
kendaraan bermotor vang bersaagkutan akan  dijual, Karena walaupun
pembebanan jaminan fidusia tersebut ikat berakhir sejak perjanjian utang piutang
antara debitur dan kreditur berakhir dan seketika #tu juga hak kepemilikan atas
kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kembali ke
tangan debitur, Tetapl secara administratif status kendaraan bermotor tersebut

masih tercatat sebagai obyck jaminan fidusia.

Sehubungan depgan sudah tidak dijaminkannya kendaraan bermotor
(jaminan fidusia hapus), maka selain pencoretan pencatatan fidusia dart buku
daftar fidusia, peroegang fidusia juga perlu megajukan permohonan penghapusan
pemblokiran B.P.K.B. kepada pihak Kepolisian Daerah. Berdasarkan surat
permohonan penghapusan pemblokiran tersebut pihak Kepelisian Daerah akan

menghapus blokir tersebut,
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PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka sehubungan dengan pokok permasaizhan vang dibahas dalam penulisan

ini Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang ditimbulkan pada pembebanan jaminan fidusia
atas  kendaraan bermotor vang fidak  diserial tindakan pencatatan
dalamm B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
krediter menjadi tidak terlindungi secars sempurpa, dan bagi debitur
vang tidak beritikad baik terbuka kesempatsn untuk mengalihkan atau
menjual atau melakukan fidusia olang atas obyek jaminan fidusia.

2. Perlindungan hukum pada persbebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang
hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusie tanpa diserlal tindakan
pencatatan dalam B P.K B. vieh Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Terhadap kreditur/ penerima fidusia:
Pembebanan jaminan fidusia totap sah dan kedudukan kreditus/
penerima fidusia tetap sebagai kreditur preferemce, namun pada
kenyatasnnya apabila kendarasn bermotor fersebut (obyek jaminan
fidusia) dialihkan kepada pihak ketiga selama masa penjaminan
berlangsung, maka apabila debitur yang bersanpkutan wanprestasi dan
akan dilakukannya cksckusi, timbul sengketa baru vang menghambat

proses eksekusi;
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~ b. Terhadap debitur/ pemberi fidusia:
Terbuka kesempatan bagi debitur/pemberi fidusia untuk mengalihkan
atau menjual atau melakokan fidusia ulang atas kendaraan bermotor

obyek jaminan fidusia tersebut.

c. Terhadap pihak ketiga:

-

Dalam hal obyek jaminan fdusia dijual/dialihkan:

Kedudukan pihak ketiga sebagal pemilik baru tidak terlindungi
karena jaminan fidusia mengikuti obyek jamiman ditangan
siapapun  obyek jaminan ferssbut berada, arfinya apabila
dikemudian hari debitur yang menjual atau mengalibkan obyek
jaminan fidusia tersebut wanprestasi, atas kendarsan bermotor
vang sedang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat
dilakukan penyitaan.

Dalam hal dilakukan fidusia ulang:

Kedudukan pihak kefiga sebagali kreditur yang baru tidak
terlindungi karenz apabila dapat dibuktikan mengenal telah
dilakukannys fidusia ulang yang oleh Undang-undang Jaminan
Fidusia dilarang, maka hak yaog didahulukan diberikan kepada
kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.
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3.2. Saran

Berdasarkan apa yang telah Penulis wraikan dan simpulkan, agar

perwiisan tesis inf dapat memberikan manfaat konkrit bagi perkembangan

ilme hukum di Indonesia, khususnya mengenai Jembags jaminan fidusia,

maka Pertulis memberikan saran sebagai bertkut:

i.

Dalam setiap pembebanan jaminan {idusia dengan obyek jaminan
berupa kendaraan bermotor, kreditur sebaiknya melakukan tindakan
pemblokiran B.P K. B. agar kepentingan semua pibak terlindungi;
Dikeluarkan  atau ditambahkan dalarm  snatu  peraturan  yang
mewajibkan  dilekukannys suatu  tindakan pemblokiran  pade
pembebanan jaminan fidusia (khususnya atas benda-benda bergerak
yang terdaftar yang meniadi obyek jaminan fidusia);

Pemutakhiran sistem pendafiaran jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia, yaitu dengan mengganti sistem manual menjadi
sistemr  komputerisasi dengan fasilitay jaringan informatika yang
terkoneksi langsung denpan instansi-instansi yang terkait, sehingga
sistem pendataan dapat berlangsung dengan baik dan akurat, seria

efisiensi prosedur maupun biaya tetap terwujod,
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SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKR

Yang bertanda tangan dibawah iai

pama - winiiiCanirwrs— N
d . Pl - - "'. R ! s

Alamat R
PRET N g
Jabatan - Sales Manager

Dalam hal ind bertindak untuk dan atas nama | TR

Herkedudukan di

Dengan ini menyatakan dengan sthenarnya bahwa BPKB, Faktur dan surat-surat yang .
lainya yang terkait dengan pombelian kendaraan yang menggunakan fasilitas kredit .
kepemilikan mobil (KPM) dariSNERTEREM oo on data-dats schagal berikut 3

Merk : Honda Jazz AT

MNo.Rangks MRHGDIEEMPO14254

No.Mesin 1 L15A4-1767509

Warna : Satin Silver Met :
Tahun 12004 :

BPEKB afas nama : Anastasia Frika

* o
Akan kami serahkan langsung hanva kepada SSENRNNENEERREEEE D
Jakarta sclambat-lambatnya 3 (Tiga} bulan werhitung sefak tanggal surat Peravatasn ini
dan kamsi tidak akan mesyerahikan kepada pihak lain manapun jugs.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan dapat kami pertanggung jawabkan serta untuk
dipergunakan scbagaimana mestinya. .

Jakarta, ;3 Okrober 2044

Widtario Tanuwibewa

Sales Manager
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSEA

Pasal 14

Kantor Pendaflaran Fidusia menerbitken dan menyerahkan Kkepada Penenmms [idusia
Sertifikat jaminan Pidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima pernolionan
pendafiaran,

Sertifikat jaminan Fidusia vang merupakan salinan dari Buke Daftar Fidusia menmat catatan
tentang hal-hal sebagatimana dimaksod dalam pasal 13 ayat (2)

taminan Iidusia lahir pada tapggal yang sama dengan tanggal dicataloya Jaminan Fidusia dalam
Prafiar Fidusia.

Pagal IS

Dafam Scrtifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud da!zm; Pasal 14 ayat (1) dicantumdcan
kata-kata “DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESR”

Sertifikal Jaminan Fidusia  sebagaimana dimaksud dalam avat (1) mempunyatl kekusdan
cksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kelaatan hukurs
letap. j

Apabila debitor cidera janji, Peaerima Fidusia mempunyai hak untuk mmenjual Benda yaugmenjadi
objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
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